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PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  

NOMOR    47   TAHUN 2007 
TENTANG  

ANGGARAN KAS PEMERINTAH  KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2007 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota 
Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. 

b. bahwa Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai 
pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; 

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 
 

Mengjngat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat  dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1994; 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
11. Undang-uridang NomOr 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 2005;  
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah; 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2007; 
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 
30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2007. 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN    WALIKOTA    YOGYAKARTA    TENTANG    ANGGARAN KAS    PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA    
TAHUN ANGGARAN 2007. 

Pasal 1 
Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang 
digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 
 

Pasal 2 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturaa Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Yogyakarta. 



Ditetapkan di   Yogyakarta.  
pada tanggal 17 Juli 2007 
 
WALIKOTA YOGYAKARTA 
 
     H. HERRY ZUDIANTO 
 

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal  17 Juli 2007 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 
Drs. RAPINGUN 
NIP. 490017536 

 
 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 50 SERI D   
 
 
 
 
 
 


